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ABSTRAK

Akhmad Anom Mubarok. Problematika Penegakan Hukum Pidana dalam
Menanggulangi Kejahatan Cyber. Skripsi. Tegal: Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum, Universitas Pancasakti Tegal. 2022.

Kejahatan cyber atau cybercrime merupakan suatu kejahatan mayantara
yang bisa dilakukan tanpa mengenal batas ruang dan waktu, diperlukan suatu
upaya pencegahan untuk menanggulanginya. Peraturan perundang-undangan yang
mengatur tentang cybercrime di Indonesia bisa dibilang kita masih sangat
tertinggal. Banyak yang menganggap bahwa keberadaan Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUH Pidana) tidak mampu menjangkau kejahatan baru tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kebijakan penegakan
hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan cyber di Indonesia dan
problematika penegakan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan cyber.
Jenis penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan dengan pendekatan penelitian
hukum normatif. Sumber data utama yang digunakan adalah data sekunder
dengan metode pengumpulan data studi kepustakaan dan dokumen. Metode
analisis data adalah analisis kualitatif yang menghasilkan data deskriptif.

Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa 1) Kebijakan penegakan hukum
pidana dalam menanggulangi kejahatan cyber di Indonesia melalui KUH Pidana
dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang No.
11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Tentang Transaksi Elektronik (UU ITE).
Dalam penerapannya KUHP mengalami kesulitan karena tidak adanya aturan
khusus mengenai kejahatan cybercrime. UU ITE mengatur sejumlah perbuatan
dilarang yang menjadi tindakan cybercrime yaitu pada Pasal 27 sampai dengan
Pasal 36. 2) Salah satu perkembangan yang dilakukan oleh hukum pidana
Indonesia melalui UU ITE adalah ekstensifikasi alat bukti sebagaimana yang telah
diatur sebelumnya dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP dengan memasukan alat
bukti elektronik yang berupa informasi elektronik dan dokumen elektronik (Pasal
44 UU ITE). Tetapi dalam penerapan alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang
sah di dalam sistem peradilan pidana Indonesia memiliki beberapa kendala yang
cukup rawan, seperti: mengenai permasalahan Jlocus dan tempus delicti,
keotentikan data elektronik tersebut, saksi, yurisdiksi dan kemampuan penegak
hukum dalam menindaknya.

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi
dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang
membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.

Kata Kunci: Penegakan, Hukum Pidana, dan Kejahatan Cyber.



ABSTRACT

Akhmad Anom Mubarok. The Problems of Enforcement of Criminal Law in
Overcoming Cyber Crime. Skripsi. Tegal: Law Faculty Faculty of Law Study
Program, Tegal Pancasakti University. 2022.

Cyber crime or cybercrime is a cyber crime that can be carried out without
knowing the boundaries of space and time, a preventive effort is needed to
overcome it. The laws and regulations governing cybercrime in Indonesia are
arguably still very far behind. Many think that the existence of the Criminal Code
(KUH Pidana) is not able to cover this new crime.

This study aims to describe criminal law enforcement policies in tackling
cyber crimes in Indonesia and the problems of criminal law enforcement in
tackling cyber crimes. This type of research includes library research with a
normative legal research approach. The main data source used is secondary data
with library and document study data collection methods. The data analysis
method is a qualitative analysis that produces descriptive data.

The results of this study concluded that 1) Criminal law enforcement
policies in tackling cyber crimes in Indonesia through the Criminal Code and Law
no. 19 of 2016 concerning Amendments to Law No. 11 of 2008 concerning
Information and About Electronic Transactions (UU ITE). In the application of
the Criminal Code, it is difficult because there are no special rules regarding
cybercrime. The ITE Law regulates a number of prohibited acts that become
cybercrime acts, namely Article 27 to Article 36. 2) One of the developments
made by Indonesian criminal law through the ITE Law is the extensification of
evidence as previously regulated in Article 184 paragraph (1) of the Criminal
Procedure Code. by entering electronic evidence in the form of electronic
information and electronic documents (Article 44 of the ITE Law). However, in
the application of electronic evidence as legal evidence in the Indonesian criminal
justice system, there are several obstacles that are quite vulnerable, such as:
regarding the problem of locus and tempus delicti, the authenticity of the
electronic data, witnesses, jurisdiction and the ability of law enforcement to take
action.

Based on the results of this research, it is hoped that it will become
information and input for students, academics, practitioners, and all parties in
need in the Faculty of Law, Pancasakti University, Tegal.

Keywords: Enforcement, Criminal Law, and Cyber Crime.
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Kedua orang orang tua tercinta, yang selalu memberikan doanya dalam

kehidupan penulis.

Semua keluargaku, yang telah memberikan semangat sehingga penulis dapat
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MOTTO

Ketika berbicara tentang media sosial, ada kalanya aku mematikan dunia,
kamu tahu. Kadang-kadang kamu harus memberi diri ruang untuk diam,
yang berarti harus mematikan telepon.

(Michelle Obama)

Menurutku harus ada regulasi di media sosial sejauh itu berdampak negatif
pada kepentingan publik.
(Elon Musk)

Aku adalah pendukung besar anti-intimidasi di masa muda kita.
Apa yang aku lihat dengan munculnya media sosial adalah bahwa anak-anak tidak
menghadapi perundungan di taman bermain,
tetapi menghadapinya di ponsel mereka.

(Whitney Wolfe Herd)
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